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WALIKOTA SEMARANG
PROⅥNSIJAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR夕 らTAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WAHKOTA SEMARANG NOMOR 41 TAHUN
2015 TENTANG PERJALANAN DINAS WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA,PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG,
PEGAWAI NEGERI SIPIL,CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL,PEGAWAI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalarn rangka melaksanakan ketentuarl perundarlgan
yang  berlaku  khususnya  tentang  Pettalanan  Dinas
sebagalmana diatur dalam Peraturan Mente五  Keuangan
Nomor l13/PMK.05/2012 tentang≧ヽ alanarl Dinas Dalam
Negen BagI Pttabat Negara,Pegawai Negen, Dan Pegawal
Tidak Teい p  sett ddaFn rarlgka menyesuaikan
perkembangan kondisi saat ini maka perlu dilakukan
penyempumaan terhadap Peraturan WalikOta Semarang
Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rttalanan Dinas Walikota/
Wakil Walikota,Pimpinan darl Anggota Dewan Perwakilarl
Rdwat Daerah Kota Semarang,Pegawai Nege五 Sipil,Calon
Pegawa■ Negeri Sipil,Pegawal Non Pegawai Negeri sipil dan
Non Pegawai NegeH Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud
pada hurtlf a, maka perlu membentuk  Peraturan
Walikota  Semarang  tentang    Perubahan  Atas
Peraturan WalikOta SerFlarang Nomor 41 Tahun 2015
tentarlg Pettalanan Dinas WalikOta/Wakil Walikota,Pimpinarl

daFI AnggOta Dewarl Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Serrlarang,Pcgawai NegeH Sipil,Calon Pegawal Nege五 Sipil,
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai NegeH
Sipil.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah I stimewa Jo$/akarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

7.

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 244, ^fambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(lrmbaran Negara Republik Indonesia tahun 20lS Nomor 58,
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s67e);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2O03
Nomor 47, Tambah,an Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a4oo);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor a2,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s23a);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494 l;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
soTel;
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukal Kecamatan di wilayah Kabupaten_kabupaten
Daerah Tingkat II purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diutrah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2OOZ tentang
Perubahan Ketiga Atas peraturan pemerintah Nomor 24
Tahun 2OO4 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor
47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7t2l;

12. Peraturan Pemerintah Nomor Sg Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457g);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan Dan pengawasan penyelenggaraai
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2}tg tentang
Pengadaan Barang/Jasa peemrintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebasaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2O 1 1
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2OOg
tentang Tata Cara Penatausahaan dan penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2Ol1
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi
Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 1 Nomor 60);



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK' OSl2Ol2

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 33 Tahun 2Ol7 Ter,tar,g Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

re52l;

Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2O15

tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota,

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Semarang , Pegawai Negeri Sipil , Calon Pegawai Negeri

Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai

Negeri Sipit (Berita Daerah Kota semarang Tahun 20 15

Nomor 4l);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 41 TAHUN
2015 TENTANG PERJALANAN DINAS WALIKOTA/WAKIL
WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Ayat 7 dalam Peraturan walikota Semarang Nomor 41 Tahun

2O15 tentalg Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang , Pegawai Negeri Sipil , calon
pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri sipil dan Non Pegawai Negeri

sipil (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2O15 Nomor 41), diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2\ terdiri atas

komponen - komponen sebagai berikut :

a. Uang harian;

b. biaya transport;

c. biaya penginapan;

d. uang representasi; dan/ atau

e. sewa kendaraan dalam kota.
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(2) Perjalanan Dinas Dalam Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam pasal

2 ayat (21 huruf b berupa Uang harian.

(3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Uang makan;

b. Uang transport lokal; dan

c. Uang saku.

(4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan atau tempat tinggal sampai
tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal
bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ airport tax/ pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan.

(5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan
biaya yang diperlukan untuk menginap :

a. di hotel; atau

b. di tempat menginap lainnya.

(6) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunal<an fasilitas hotel atau tempat
penginapan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan
sebagai berikut :

a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang besarnya sebagaimana
diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga;

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan
secara lumpsum.

(71 Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat
diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Ketua dan Wakil Ketua DPRD,
Anggota DPRD dan Eselon II. Besaran uzrng representasi diberikan per hari
pada saat melaksanakan perjalanan dinas.

(8) Sewa kendaraan (sudah termasuk sopir/BBM/Pajak) dalam kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan kepada Walikota/Wakil
Walikota, untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan
dibayarkan secara riil.

(9) Dalam hal Perjalanan dinas yang dilaksanakan bersama - sama (minimal 4
orang) dapat menggunakal sewa kendaraan (sudah termasuk
Sopir/BBM/ Pajak) dibayarkan secara riil.

(1O) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya
untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak diberikan kepada
Walikota/Wakil Walikota untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat
tujuan.



(11) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota Semarang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ' 2018

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIIIADI

Diundangkan di Semarang

pada tanggal ら 'り '11  2018

巧.SEKRETARIS DAERAH

KOTA SEMARANG

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR  I


